
BUPATI KARANGANYAR
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR i j  TAHUN 2 0 1 4

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

Mengingat

a. Bahwa dengan adanya Kepala Desa yang berakhir masa 
jabatannya dan telah diundangkannya Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang belum ada 
pengaturan teknisnya, maka perlu mengangkat Penjabat 
Kepala Desa;

b. bahwa guna tertib administrasi dalam pengangkatan Penjabat 
Kepala Desa maka perlu adanya pengaturan tentang 
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b 
diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal

. 8 Agustus 1965), sebagai mana telah diubah .dengan 
' Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
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s ’ 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
• Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 
Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 
Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2009 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 
Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2007 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
5. Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai Perangkat 

Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar;



l 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang 
berada di Kabupaten Karanganyar;

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia;

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa;

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis;

12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat Bupati untuk menjabat 
Kepala Desa sementara dalam kurun waktu tertentu yang memiliki tugas, 
wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa definitif.

13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah 
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk 
menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II
MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 2

(1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sebelum ditetapkannya 
Kepala Desa hasil pemilihan sebagai Kepala Desa definitif, Bupati 
mengangkat Penjabat Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal Pegawai 
Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah

(3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Camat 
dengan memperhatikan aspirasi dari BPD.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 3

Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan
tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa definitif.

Pasal 4

Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan paling banyak 25% (dua puluh lima
perseratus) dari hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Desa.



BAB IV
' / % MASA JABATAN

Pasal 5
Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun dan dapat 
diperpanjang sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa definitif.

BAB V 
PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal April 2DU\ .

BUPATI KARANGANYAR

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal IX/pnl  'tO \*\ 
SEKRETARfŜ AERAH

JUBiYATMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR J J


